Melawan Trafficking

Oleh : Hadi Supeno

SELAIN ancaman badai pornografi, tindak kekerasan, gizi buruk, Ordha (orang dengan
HIV/AIDS) dan penyalahgunaan narkoba, anak-anak Indonesia kini memperoleh
ancaman bahaya trafficking (trafiking) atau perdagangan orang. Bahaya ini ada di depan
mata, tetapi kita sering tidak menyadarinya, karena kelihaian para pelaku yang
terorganisir rapih, sehingga kita malahan menganggap sebagai sebuah berkah, karena bisa
menjadi penyelamat ekonomi keluarga.

Apakah trafiking itu? Menurut UU Nomer 23 tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, trafficking atau perdagangan orang adalah tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Ada empat hal sifat dasar trafiking, yaitu :

* Bersifat manipulatif atau penyalahgunaan , yaitu penyimpangan dari rencana semula
atau hal yang diinformasikan kepada korban. Pada saat membujuk dikatakan akan
diberikan pekerjaan layak tetapi pada kenyataannya dijadikan budak, dieksploitasi,
dipekerjakan pada pekerjaan buruk, dijadikan obyek transplantasi, dan sebagainya.

* Ada transaksi, dalam trafiking terjadi transaksi uang antara calo, penjual dan
pembeli/pemakai.

* Tidak mengerti, yakni korban pada umumnya tidak mengerti bahwa ia akan menjadi
korban dari tindak pidana, karena ketika akan bermigrasi dalam niatnya akan mencari
pekerjaan atau tujuan lainnya yang tidak ada hubungan dengan sindikat tindak pidana.

* Ada migrasi, yaitu perpindahan korban yang melampaui batas negara atau batas
propinsi. Karena faktor jarak dan melampaui batas-batas administrasi, maka trafiking
biasanya dilakukan oleh sebuah sindikat.

Mengapa harus dilawan?

Trafiking, khususnya perdagangan anak dan perempuan harus dilawan karena merupakan
tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak
asasi manusia. Kenyataan menunjukkan, bahwa trafiking telah meluas dalam bentuk
jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara
maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap norma-norma kehidupan yang
dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.



Keinginan untuk menyelamatkan anak dari ancaman trafiking didasari pada nilai-nilai
luhur, komitmen nasional dan internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak
dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengamanatkan dalam bagian Pembukaan
bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah
tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.
Trafiking memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga
berlawanan dengan kesejahteraan umum.

Lebih-lebih praktek trafiking selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan
kekerasan sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban yang tanpa masa depan.
Korban trafiking pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik
secara pisik (anak-anak), psikis, maupun ekonomi.

Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Anak Terburuk menyebutkan bahwa trafiking sebagai bentuk pekerjaan
anak mutlak harus dilarang. Perdagangan anak bukan sebuah bentuk pekerjaan, namun
suatu proses pengerahan dan atau pengangkutan dan penerimaan seorang anak atau orang
dewasa untuk keperluan eksploitasi, di mana selama dalam proses itu hak-hak asasi
manusia dilanggar.

Faktor utama dalam semua bentuk pekerjaan yang mutlak dilarang (perbudakan atau
yang mirip dengan perbudakan, penjualan dan perdagangan anak, ijon, penghambaan,
dan kerja paksa dan wajib kerja) adalah bahwa orang tidak bebas meninggalkan
pekerjaannya atau merundingkan kondisi-kondisi lainnya. Perdebatan tentang definisi
perdagangan atau trafiking diselesaikan pada tahun 2000 dengan hukum internasional
yang menjelaskan bahwa anak (manusia yang berusia kurang dari 18 tahun) harus
dianggap sebagai diperdagangkan, bahkan bila mereka telah diijinkan untuk bermigrasi
untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian trafiking tidak hanya merujuk pada
anak-anak yang diculik dan dijual.

Mengapa terjadi trafficking

Trafiking terjadi karena beberapa sebab. Pertama, karena motif adopsi. Modernisasi di
negara-negara Barat telah melahirkan tingkat kemakmuran tinggi yang membawa
perubahan jalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga. Di negara-negara Skandinavia,
kaum wanita memilih tidak kawin, atau kalau pun kawin tidak ingin memiliki anak.
Pemerintah bahkan sampai harus mengiming-iming hadiah besar bagi wanita yang mau
melahirkan anak. Tetapi mereka adalah warga yang telah sukses dalam membangun
ekonomi. Mereka mengabaikan segala iming-iming tersebut, bahkan rela mengeluarkan
dana besar untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi massal itulah yang menyebabkan
lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya. Pada sisi lain negara-
negara berkembang masih dipenuhi warga miskin dengan segala persoalannya, yang
kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses
perdagangan. Berita hilangnya 300 anak pasca bencana Tsunami Aceh yang dilarikan



oleh WorldHelp, sampai hari ini tidak jelas penyelesainnya, dan banyak pihak menduga
anak-anak ini dilarikan ke Amerika. Selama tahun 2007 misalnya, Gugus Tugas
Antitrafiking Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (GTA MNPP) menemukan ada
500 anak Indonesia yang diperdagangkan ke Swedia.

Untuk motif ini pedagang tidak hanya mengambil anak-anak yang sudah beranjak Balita,
anak usia sekolah atau remaja saja, bahkan masih orok dan janin pun bisa diterima. Di
perbatasan Indonesia-Malaysia misalnya, pada tahun 2003 harga orok bermata sipit dan
berkulit putih dihargai RM 18.000-25.000. sedangkan untuk orok bermata bundar dan
kulit gelap dihargai RM 10.000-15.000.

Untuk yang masih dalam kandungan para calo-calo bandit akan mencari mangsa kaum
perempuan yang hamil tanpa nikah atau korban perkosaan. Mereka dirayu dengan iming-
iming akan diberi pekerjaan atau dikawini asal bersedia pergi ke luar negeri. Di luar
negeri mereka ternyata dimasukkan dalam kamp penampungan khusus wanita hamil,
setelah lahir sang ibu akan diusir dengan bayi harus ditinggal. Tentu sang lIbu tidak ikut
menikmati uang karena sudah diambil si calo yang membawanya ke kamp tersebut.

Kedua, motif pemerkerjaan. Dengan memperkerjaan anak-anak tidak perlu membayar
tinggi, bahkan tidak dibayar sama sekali kecuali tempat tidur dan makanan yang tidak
layak. Dengan mempekerjaan anak keuntungan bisa diperoleh berlipat-lipat. Inilah yang
disebut perbudakan. Motif pemerkerjaan juga terjadi pada dunia hiburan, dengan
mempekerjalan anak perempuan bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

Ketiga, motif eksploitasi seksual. Motif ini paling banyak menimbulkan korban yakni
dengan menjadikan anak-anak sebagai pelacur maupun bentuk eksploitasi lainnya.
Korban pelavuran. Organisasi buruh internasional (ILO) memperkirakan 30 persen dari
240 ribu pekerja seks komersial di Indonesia tahun 2004 adalah anak di bawah 18 tahun.
Ini belum termasuk angka perempuan muda Indonesia yang menjadi pelacur di luar
negeri. Mereka lebih susah dihitung karena umurnya selalu dipalsukan. Tetapi
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan memperkirakan tidak kurang dari 30.000
perempuan muda Indonesia menjalani seks komersial di luar negeri. Data yang
sesungguhnya di lapangan boleh jadi lebih dari itu.

Sebutan bagi mereka bermacam-macam seperti ayam kampung (Pontianak), barang
(Medan dan Batam), ciblek (Semarang), telembuk (Indramayu), dan sebagainya.

Di Malaysia saja jumlah pekerja seks komersial cilik yang berasal dari Indonesia, yang
berhasil dicatat Kepolisian Diraja Malaysia tahun 2001 berjumlah 2.451 orang, tahun
2002 sebanyak 2.151 orang, tahun 2003 sebanyak 2.112 orang, dan tahun 2004 sebanyak
2.158 orang.

Data di KPAI menunjukkan saat ini ada 3 juta TKW di luar negeri, 10 persen di
antaranya bermasalah seperti soal pembayaran gaji yang tidak beres, menjadi korban
kekerasan, paspor hilang, dan sebagainya. Dari jumlah yang bermasalah, antara 1 sampai



2 % atau antara 30.000 hingga 60.000 merupakan TKW korban trafiking yang mayoritas
masih masuk kategori anak-anak.

Jepang dengan tradisi geisha menjadi lahan tujuan trafiking juga. Di masa lalu geisha
adaah perempuan seniman yang memiliki keahlian merias diri, bermain musik, menari,
dan seni kuliner. Tetapi belakangan arti geisha mengalami distorsi menjadi semacam
hostes atau wanita penghibur. Di sebuah lokasi bernama kawasan air hangat, geisha
malahan sam dengan pelacur. Ketika stok untuk geisha dalam arti pelacur tidak bisa
dipenuhi oleh kaum wanita Jepang, maka dicarilah wanita-wanita dari luar negeri, dengan
pilihan utama anak-anak karena semakin muda semakin tinggi nilai ekonominya.

Keempat, motif lainnya. Yang paling menonjol adalah untuk transplantasi organ tubuh
seperti ginjal, liver, mata, dan sebagainya. Dalam kondisi terpaksa atau terancam, korban
akan menyerahkan organ tubuhnya. Sasaran penjualan transplantasi adalah kota Bombay,
India. Tetapi yang mengagetkan adalah temuan GTA MNPP) bahwa di Shanghai korban
trafficking diambil ginjalnya bukan untuk transplantasi tetapi dibuat soup ginjal. Ada
mitos di Shanghai, dengan menyantap soup ginjal maka akan menambah keperkasaan
laki-laki. Semakin muda ginjal, semakin optimal keperkasaannya, maka semakin mahal
pula harganya.

Proses Trafiking

Siapa sebenarnya pihak yang rentan terhadap trafiking? Anak-anak, gadis, dan
perempuan yang berasal dari kelompok keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan
atau kumuh perkotaan, anak putus sekolah; mereka yang berasal dari anggota keluarga
yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua,
suami/orang tua sakit dan atau orang meningga dunia; anak korban kekerasan dalam
rumah tangga; para buruh imigran; Anak jalanan; Bayi; Janda cerai akibat pernikahan
dini; dan mereka yang menerima tekanan dari keluarga.

Untuk memperoleh sasaran, para calo melakukan berbagai modus operandi, seperti
melalui penipuan; bujuk rayu; jebakan dan penyalahgunaan wewenang; jeratan hukum;
jeratan jasa; kedok duta budaya di luar negeri-entertainment; adopsi ilegal; penculikan;
dan penggantian identitas. Sedangkan cara kerja para trafiker yakni dengan melibatkan
agen atau calo. Agen atau calo mendekati korban di pedesaan, pusat keramaian, kafe,
restaurant, dan sebagainya.

Akan tetapi menurut Sekretaris Pelaksana GTA KNPP Dr Tubagus Rahmat Santika, pada
tahun 2006 ada temuan yang sangat menarik. Para trafiker Indonesia bekerjasama dengan
trafiker Malaysia. Trafiker Malaysia membujuk para tenaga kerja wanita (TKW) yang
bermasalah yang mendekam di kamp Semenyih, Selangor, Malaysia. Trafiker mengurus
Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan selanjutnya memulangkan TKW ke Medan.
Di Medan para trafiker lokal menjemputnya kemudian membuatkan paspor dan
menguruskan visa. Setelah dokumen lengkap, para TKW dikirim kembali ke Malaysia,
dan kali ini untuk pekerjaan pelacur.



Pola kerja trafiker pada umumnya, setelah berhasil membujuk sasaran utamanya gadis-
gadis belia, maka trafiker segera mengirim korban ke daerah tujuan dengan menggunakan
moda transportasi darat, udara, dan laut. Untuk tujuan luar negeri, korban melengkapi diri
dengan paspor dan visa turisfumroh. Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan
pengurusan dokumen menjadi tanggungan agen. Tetapi ternyata hal itu hanya semu,
karena sesungguhnya seluruh biaya akan diperhitungkan dengan ‘’kerja’ yang akan
dilakukan. Seorang ABG korban trafiking pernah mengungkapkan bahwa ia baru akan
menerima bayaran bila telah 220 kali melayani laki-laki. Itulah biaya yang harus ditebus
untuk keperluan transportasi, akomodasi, makan, pengurusan dokumen, baju, dan
kosmetik.

Untuk mencapai daerah tujuan, trafiker telah menyusun agenda perjalanan secara teratur.
Di tempat tujuan, agen menempatkan korban di rumah penampungan untuk beberapa
waktu, sebelum korban mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Selama di penampungan
inilah, agen mempekerjakan korban di bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil, dan
rumah hiburan lain. Pada beberapa kasus, korban mulai terlibat pada kegiatan pelacuran.
Selama proses tersebut, agen melakukan intimidasi, mengancam korban untuk tidak
kabur; jika ingin keluar dari cengkeraman agen, korban harus mengembalikan biaya yang
telah dikeluarkan agen.

Lalu siapakah sebenarnya pihak yang menjadi trafiker? Para trafiker di Indonesia yang
terindentifikasi adalah orang tua korban, paman/uwak korban, germo, majikan, dan
pengelola tempat hiburan. Mereka terorganisasi dalam organisasi kejahatan internasional,
sedangkan menurut Ruth Rosenberg, (2003), pelaku trafiker manusia adalah melibatkan
lembaga dan perseorangan.

Untuk menjerat korban, menurut International Public Migrant Commission, para trafiker
menerapkan cara-cara yang antara lain; memberikan pinjaman secara halus sehingga
korban terjebak dalam jeratan hutang; menahan paspor agar korban tidak bisa melarikan
diri; memberi tahu korban bahwa status mereka illegal dan akan dipenjara sebelum
dideportasi; mengancam akan menyakiti korban atau keluarganya; mengisolasi korban
sehingga tidak bisa berhubungan dengan pihak luar; membuat korban bergantung pada
pelaku trafiking, dan sebagainya.

Akar Masalah

Akar masalah trafiking menurut kajian KPAI antara lain disebabkan oleh kemiskinan.
Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua yang memaksa anak untuk bekerja.
Kondisi ini dimanfaatkan oleh para agen dan calo untuk merekrut anak-anak dari
keluarga miskin. Keberadaan agen tumbuh subur di desa-desa miskin untuk
mempengaruhi orang tua agar mengijinkan anaknya untuk bekerja di kota sebagai pekerja
rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, atau menikahkan anaknya dengan orang
asing dengan sejumlah iming-iming yang menggiurkan.

Sebagian trafiking terjadi karena adanya diskriminasi gender; praktek budaya yang
berkembang di masyarakat Indonesia; pernikahan dini, kawin siri; konflik dan bencana



alam; putus sekolah; pengaruh globalisasi; sistem hukum dan penegakkan hukum yang
lemah; keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya.

Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisir dan sistemik
memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan,
cukong, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan
perilaku manusia modern, dan sebaginya.

Peta Trafiking

Menurut hasil pemantauan KPAI hampir sebagian besar daerah di Indonesia terindikasi
sebagai daerah tujuan—transit—penerima trafiking orang. Daerah-daerah asal adalah
Nanggroe Aceh Darrussalam; Sumatera Utara; Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai,
Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu,
Tapanuli Selatan, Binjai; Sumatera Barat; Padang; Jambi, Riau; Kepulauan Riau;
Sumatera Selatan; Palembang, Martapura, Peracak; Bengkulu; Lampung; Bandarjaya;
DKI Jakarta; Jawa Barat; Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung,
Kerawang, Bogor, Cianjur, Cirebon, Kuningan; Jawa Tengah; Banyumas, Cilacap,
Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Semarang, Boyolali, Solo, Wonogiri,
Pekalongan, Tegal, Brebes, Purwodadi, Grobogan, Jepara, Rembang; Jawa Timur;
Nganjuk, Madiun, Kediri, Surabaya, Blitar, Jember, Gresik; Bali; Denpasar, Trunyan,
Karangasem, Kintamani, Bangli; Kalimantan Barat; Pontianak, Singkawang; Kalimantan
Selatan; Banjarbaru; Kalimantan Timur; Samarinda, Sulawesi Utara: manado,
Gorontalo;N Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Nusa Tenggara
Barat; Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan yang menjadi daerah transit adalah belawan, Medan, Padang Sidempuan, Deli
Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Tanjung Balai
Karimun, Dumai, Tanjung Pangkor, Tanjung Pinang, Lampung Selatan, Jakarta Pusat,
Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Losari-Cirebon,
Cilacap, Solo, Surabaya, Denpasar, Entikong, Pontianak, Badau Kapuas Hulu, Sintang,
Balikpapan, Nunukan, Tarakan, Bitung, Pare-pare, Makasar, Watampone, Mataram,
Ternate, dan Serui.

Sedangkan daerah penerima adalah Deli Serdang, Medan, Belawan, Serdang Bedagali,
Simalungun, Jambi, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang,
Lampung Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta
Selatan, Bandung, sepanjang pantai utara, Sukabumi, Sawangan Depok, Baturaden, Solo,
Bandungan Ungaran, Surabaya, Batu Malang, Denpasar, Gianyar, Legian, Nusa Dua,
Sanur, Tuban, Kuta, Ubud, Candi Dasa, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Pantai
Senggigi, Sumbawa, Kupang, Biak, Timika, Sorong, Mappi, Jayapura, dan Merauke.

Untuk trafiking ke luar negeri yang menjadi daerah asal adalah; Sumatera Utara,
Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah transit



adalah; Medan, Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, Pontianak, Entikong, dan Nunukan.
Sedangkan negara-negara penerima meliputi; Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina,
Thailand, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Australia, Perancis,
dan Amerika Serikat.

Upaya Pemerintah

Melihat seriusnya persolan trafiking pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di
antaranya pada tahun 2002 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 87 tentang Rencana AKksi
Nasional Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan serta dibentuknya Satuan
Tugas Nasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional trafiking.

Ada 3 strategi yang digunakan yaitu; Korban trafiking harus dilindungi, pelaku harus
dihukum berat, dan kita semua mengembangkan jejaring kelembagaan dengan aliansi
global untuk menghapus trafiking.

Pada tahun 2002 sebuah momentum sejarah juga lahir, ketika Indonesia memiliki UU
Nomer 23 tentang Perlindungan Anak, yang secara jelas menetapkan dalam pasal 83
bahwa setiap orang yang memperdagangkan , menjual, atau menculik anak untuk diri
sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling
singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp
60.000.000,00. Pasal 84 dan pasal 85 juga mengancam hukuman berat bagi pelaku
transplantasi dan jual beli organ tubuh anak-anak.

Pemagaran trafiking mencapai puncaknya, ketika pertengahan tahun 2007 ini, pemerintah
mengintrodusir UU No.21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Artinya, dari aspek penyediaan UU, upaya penghapusan trafiking ini telah dilakukan
secara berlapis-lapis, termasuk ketentuan dalam KUHP.

Persoalannya adalah, apakah ketersediaan UU tersebut telah diikuti dengan penegakkan
Undang-Undang? Pengalaman selama ini, untuk kasus-kasus trafiking dan sejenisnya,
aparat penegak hukum lebih memilih KUHP yang hukumannya sangat ringan, tidak
menggunakan UU yang bersifat lex specialis. Contohnya kasus penjualan keperawanan
ABG (anak baru gedhe) di Menteng Atas, Jakarta, tahun 2005, pelaku hanya dituntut
hukuman 6 tahun berdasarkan pasal 297 KUHP.

Peran Masyarakat

Praktek trafiking begitu marak karena kelihaian para pelaku tindak pidana; cukong, agen,
bandit, pengguna. Oleh sebab itu tidak mungkin untuk menanggulangi hanya diserahkan
kepada pemerintah, betapapun telah tersedia sejumlah peraturan perundang-undangan.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan, baik secara kelembagaan maupun
perseorangan.Orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus
bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidana
trafiking. Kita harus mengingatkan agar mereka tidak mudah bujuk rayu dan iming-iming



kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena seungguhnya hal tersebut
akan menjerumuskan anak-anak dan perempuan khususnya.

Pada sisi lain, jajaran aparat hukum agar mengambil tindakan yang tegas dan hukum
yang berat kepada para trafiker. Tanpa hukuman yang berat tidak akan ada efek jera
kepada para pelaku. Apalagi bila hukum bisa dibeli.

Dan lebih dari itu, adalah tugas para Kepala daerah untuk mensejahterakan warganya,
untuk bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi
sehingga warganya tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar daerah/luar negeri yang
ternyata derita panjang dalam hidupnya.

Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh para pemimpin saat ini !

Temanggung, 9 Desember 2007

Disampaikan dalam sebuah Seminar yang diselenggarakan oleh Depkominfo
bekerjasama dengan Bagian Humas Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tanggal
9 Desember 2007.



